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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan
masyarakat Indonesia sebagaimana isi pada pembukaan UUD 1945, “memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social” Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut di bentuk struktur
pemerintahan dalam bentuk lembaga-lembaga negara seperti MPR, MA, BPK,
DPD, serta presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilakukan oleh
pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah melakukan pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaaan kepada masyarakat. Untuk tercapainya
pemerintahan yang efektif maka sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 yang berisi “
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-
undang.

Dalam Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
pasal 1 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang undang 23

tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat salah

satunya adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum. Tugas ini meliputi:

a.

menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6)

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,

kedudukan, tugas dan fungsinya secara legislatik diataur dengan pengaturan

pemerintahan. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain, itu Camat juga

mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab

kepada Bupati / Wali Kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban

administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat bawahan langsung skretaris

daerah, karena stuktural Camat berada langsung di bawah Bupati / Wali Kota.



Kemudian untuk mempertegas urusan otonomi apa saja yang dapat
dilakukan camat dalam menjalankan sebagian urusan pemerintah kabupaten /
kota, maka presiden republic Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah
nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
kecamatan, pasal 10 poin (c) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur
pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/Kelurahandan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 4.
pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
Kecamatan kepada bupati/wali kota;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

peiaporan



pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada
bupati/wali kota;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan

pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali
kota;

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
meliputi:

. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta; dan

pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan, meliputi:

. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan
instansi terkait;

. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

dan



3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada
bupati / wali kota

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

I. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penulis sendiri menitik beratkan pada poin (c) mengenai tugas umum
camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari penegasan pasal 10 poin (c) ,
salah sau tugas umum camat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum. Pentingnya tugas-tugas ini dilakukan camat
mengingat tidak semua aturan-aturan hukum yang ada dimasyaraat diatur dalam
Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang penegakan aturan dilakukan

oleh kepolisian, tetapi aturan-aturan yag tersisa oleh pemerntah dikategorikan



urusan pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini

diserahkan pada camat.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya
melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-
masing.pada hakikatnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan (Negara) adalah
untuk menjaga sistim ketentraman d an menjaga ketertiban, dimana masyarakat

bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Dari penjelasan tugas-tugas camat diatas jelaslah bahwa kecamatan
merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten / kota yang dalam
melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang bupati / wali

kota untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kampar secara teknis ditemui dalam UU nomor 12 tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam wilayah provinsi
Sumatera Tengah, dimana dinyatakan salah satu Kabupaten Kampar tercantum di

situ Kecamatan Kampar.

Pada tahun 1956 tersebut kecamatan Kampar berbatasan dengan :

1. Pekanbaru sebelah timur
2. Kecamatan Kampar Kiri sebelah selatan
3. Kecamatan bangkinang Kota sebelah barat

4. Kecamatan Siak Hulu sebelah utara.

Pada tahun 1982, Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu

Kecamatan Tambang, dan defenitif tahun 1964. Perkembangan selanjutnya keluar



peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, kembali pemekaran

tahun 2011 yaitu kecamatan Kampar Timur.

Pada saat ini (2011) Kecamatan, batas-batas sebagai berikut :

Kuok

. Sebelah utara dengan Kecamatan Kampa

. Sebelah timur dengan Kecamatan Kampar Timur

. Sebelah barat dengan Kecamatan Bangkinang Kota

. Sebelah selatan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Salo,

Dari catatan, dapat disampaikan disini bahwa Kecamatan Kampar sudah

28 orang Camat, Camat Kampar saat ini adalah Drs. AMRI YUDO, M.Si.

Kecamatan Kampar memiliki kondisi alam antara lain :

3. 9% terdiri dari rawa

1. 67% terdiri dari dataran rendah

. 2% terdiri dari daratan tinggi

2. 22% terdiri dari daratan yang bagus untuk tanaman keras

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Kampar tahun 2018

NO 1 2 3 4
Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 | Air Tiris 3.732 2.855 6.587
Batu Belah
2 2.710 2.188 4.898




3 | Simpang Kubu 1.190 854 2.044
No 1 2 3 4
4 | Tanjung Rambutan 1.204 1.805 2.289
5 | Tanjung Berulak 694 583 1.277
6 | Limau Manis 1.248 1143 2.391
7 | Naumbai 587 496 1.083
8 | Ranah Baru 055 643 1.296
9 | Bukit Ranah 684 658 1.342
10 | Ranah 1.698 1618 3.316
11 | Ranah Singkuang 643 678 1.321
12 | Penyasawan Z2:851] 2.832 5.683
13 | Pulau Jambu 841 741 1.582
14 | Pulau Sarak 584 583 1.167
15 | Rumbio 1.619 582 3.201
16 | Padang Mutung 883 898 1.781
17 | Pulau Tinggi 828 743 1.571
18 | Koto Tibun 1.186 1.097 2.283
Jumlah 23.835 e 45.112

Sumber : Kantor Camat Kampar 2018
Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat jumlah penduduk kecamatan

Kampar adalah 45.112 jiwa yang terdiri dari 23.835 jiwa laki-laki dan 21.227 jiwa
perempuan, dari 18 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Kampar. Desa
Penyasawan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 5.683 jiwa, dan desa

yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Pulau Sarak 1.167 jiwa.

Menurut ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (2003;291)

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara



mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa
sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian
suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak

merusak keberhasilan yang lain.

Sedangkan arti penting koordinasi itu sendiri adalah menyiratkan bahwa
koordinasi itu bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi
setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan
keseimbangan antar berbagai kegiatan suatu organisasi, serta mencegah konflik
dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan yang berbeda-beda
melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan
dan menciptakan dan memelihara sikap saling responsif-antisipatif dikalangan
unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Tabel 1.2 : Kasus Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Kampar

NO 1 2
Jenis Kejadian Laporan
1 Penganiayaan 158
2 Pengrusakan 29
3 | Curat 148
4 Pengeroyokan 24
5 | Pengancaman 40
6 KDRT 32
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No 1 2
7 Judi 83
8 Curanmor 58
9 Penggelapan 87

10 | Penipuan 98

11 | Pencurian Biasa 56

12 | Narkoba 278

Sumber : POLRES KAMPAR 2018

Dari data kasus tahunan yang ada pada tahun 2018 di Kabupaten Kampar
terhitung tingkat kasus ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kampar yang

tertinggi keempat dari kecamatan yang ada di Kabupaten kampar .

Tabel 1.3 : Kasus Ketentraman di Kecamatan Kampar

NO | 2 3
Jenis Kejadian Laporan Selesai

1 Penganiayaan 8 8

2 Pengancaman 3 2

3 Pengrusakan 3 2

4 Pengeroyokan 3 2

5 KDRT 3 2

Sumber : POLRES KAMPAR 2018
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Tabel 1.4 : Kasus Ketertiban di Kecamatan Kampar

No Jenis kejadian Laporan Selesai
1 Curat 7 2
2 Judi 2 -
3 Curanmor 2 1
4 Penggelapan 8 4
5 Penipuan 3 2
6 Pencurian Biasa 2 2
7 Narkoba 16 11

Sumber : POLRES KAMPAR 2018

Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 10. Tugas Camat
adalah mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum. Tentang kewenangan dan fungsi yang dapat dilakukan oleh camat dalam
menjalankan pemerintahan secara umumnya, namun semua itu tetap di koordinir
oleh tingkat yang lebih tinggi yaitu Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam artian
semua penyelenggaraan yang dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan tetap
yang menjadi pengawasannya adalah dari tingkat yang diatas yaitu Pemerintahan
Kabupaten/Kota. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dibawah Bupati,

Camat menjalankan kewenangan atribut dan kewenangan delegatif.

Dari penjelasan peraturan daerah diatas, berdasarkan hasil observasi
penulis dan dari kondisi yang ada dilapangan maka penulis menemukan beberapa
gejala atau fenomena yang dapat dilihat dilapangan fenomena menjadi dua

golongan yaitu :
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Fenomena Ketentraman

a. Terindikasi bahwa komunikasi dalam koordinasi antara Pemeintah
Kecamatan dengan Kepolisian di Kabupaten Kampar belum berjalan
dengan baik, ini terbukti dengan kurangnya pengawasan terhadap warung
yang menjual minuman keras siang maupun di malam hari, dan kenakalan
remaja yang sering ngumpul di tepi jalan, diatas jembatan dan merusak
pasilitas umum yang ada di Kecamatan Kampar, hal ini di sebabkan
karena kurangnya pengawasan terhadap aktipitas remaja siang maupun di
malam hari oleh Kepolisian setempat.

b. Terindikasi koordinasi yang di lakukan camat bersama pihak kepolisian
belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan maraknya terjadi
penyalahgunaan narkoba.

Fenomena Ketertiban

a. Terindikasi kurangnya koordinasi antara camat dengan pihak kepolisian
belum berjalan dengan baik terbukti pengawasan dari kepolisian, akibat
kurangnya pengawasan ini bhabinkamtibmas tidak menjalankan tugas dan
fungsinya dengan baik hal ini mengakibatkan sering adanya masyarakat
yang membuat acara-acara musik hingga tengah malam, acara ini sering
kali mengganggu ketentaran warga karena sering kali menimbulkan
perkelahian antar warga.

b. Terindikasi Camat tidak berkoordinasi langsung kepada masing — masing
instansi atau aparatur pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan guna

menunjang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, misalnya
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ronda malam. Tidak adanya ronda malam mengakibatkan kasus pencurian
dan perampokan semakin marak terjadi membuat masyarakat di beberapa
desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kampar terganggu.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10 yang berbunyi tugas
umum camat dalam mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum. Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah adalah : Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Karena masih tingginya kasus ketentraman dan ketertiban di Kecamatan
Kampar di bandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten
Kampar.

c. Untuk mengetahui faktor penghambat tugas Camat sebagai koordinator
bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan limu
Pemerintahan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau.

b. Secara praktis untuk sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan
terhadap ilmu-ilmu yang terkait.

c. Sebagai penambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut
tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

Kampar kabupaten Kampar



